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ABSTRAK 
ALBA VENA RAHADIAN. E0014016. 2018. TINJAUAN YURIDIS 
ATAS TENAGA PENDIDIK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN 
DOSEN PURNA TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA (Berdasarkan 
Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 569 Tahun 2016 
Tentang Dosen Non Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Purna Tugas 
Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret). Penulisan Hukum 
(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
           Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian 
manajemen kepegawaian khususnya rekruitmen, penugasan dan pemberian 
hak-hak tenaga pendidik non-PNS dan tenaga pendidik Purna Karya PNS 
UNS di Universitas Sebelas Maret dengan peraturan Peraturan Rektor UNS 
Nomor 569 Tahun 2016, selain itu penelitian ini juga mengkaji tentang 
kendala-kendala dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik non-
PNS UNS serta solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum 
empiris atau nondoctrinal reaserch. Lokasi penelitian yaitu di Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data 
primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara 
dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang 
dibuat oleh pihak Universitas Sebelas Maret mengenai tenaga Pendidik non-
PNS dalam Peraturan Rektor Nomor 569 Tahun 2016 sudah sesuai dengan 
Teori Keadilan. Kendala-kendala yang dialami oleh tenaga pendidik non-
PNS di UNS antara lain adalah ketidakjelasan peraturan yang dibuat oleh 
pimpinan sehingga menyebabkan peraturan tersebut surut dan merugikan, 
selain itu juga ada hak-hak yang tidak dibayarkan seperti tunjangan 
fungsional dan sertifikasi dosen. Solusi dari permasalahan tersebut dengan 
menghilangkan lack antara pembuat peraturan dengan teknis pelaksana 
peraturan, serta sosialisasi peraturan antara pembuat peraturan, pelaksana 
dan jika ada peraturan baru agar tidak terjadi ketidakjelasan peraturan yang 
akibatnya dapat merugikan.   
Kata Kunci : Tenaga Pendidik Non-PNS, Tenaga Pendidik Purna 
Tugas PNS UNS, Universitas Sebelas Maret, Teori Keadilan 
 
 
 
 
63 
 
ABSTRACT 
 
ALBA VENA RAHADIAN. E0014016. 2018. REVIEW OF THE 
YURIDIS OF NON-CIVIL SERVANT LECTURERS AND 
LECTURERS FULL DUTY CIVIL SERVANTS IN THE UNIVERSITY 
OF SEBELAS MARET (Based on Rector Regulation of the University of 
Sebelas Maret Number 569 Year 2016 About Non-Civil Servant Lecturers 
and Lecturers Full Duty Civil Servants Sebelas Maret University). Legal 
Writing. Faculty of Law, University of Sebelas Maret 
 
This study aims to determine how the suitability of personnel 
management, especially recruitment, assignment and granting the rights of 
non-civil servant educators and Lecturers Full Duty Civil Servants at the 
University of March with the rules of Rule UNS Number 569 Year 2016, in 
addition this study also reviewed about the constraints in carrying out duties 
as a non-civil servant UNS and the solution. This research is an empirical 
or nondoctrinal reaserch law study. The research location is at Sebelas 
Maret University Surakarta. The type and source of this research data 
includes primary data and secondary data. Data collection techniques 
through interviews and literature study. The results showed that the 
regulations made by the University of Sebelas Maret on non-civil servant 
educators in Rector Regulation No. 569 of 2016 are in accordance with the 
Theory of Justice. The obstacles experienced by non-civil servant educators 
in UNS are, among other things, unclear regulations made by the leadership 
causing the regulation to recede and harm, and there are also unpaid rights 
such as functional allowance and lecturer certification. Solutions to the 
problem by eliminating the lack of regulators and technical implementers 
of regulations, as well as the socialization of regulations between 
regulators, implementers and if there are new regulations in order to avoid 
unclear rules that can be detrimental. 
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